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BAB V
PENUTUP

KESIMPULAN

Penerbitan surat perintah penghentian penyidikan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri
TTU terhadap dugaan tindak pidana korupsi anggaran dana hibah pemerintah kabupaten
TTU kepada KPUD TTU sesuai isi surat SP3 karena musnahnya dokumen ( bukti surat)
pada saat kebakaran Kantor KPUD TTU dan juga keterangan saksi yang tidak bersesuaian
ketika dimintai keterangannya.
SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan di atas, penulis memberikan saran agar
penyidik ke depan dalam menangani tindak pidana apapun setelah memiliki dua alat bukti
sebagaimana diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Kostitusi No.21/PUU-XI1/2014
barulah menetapkan orang menjadi tersangka.

Kiranya para penyidik yang menetapkan tersangka dan penyidik yang
menghentikan penyidikan memiliki kesamaan konsepsi karena mewakili lembaga bukan

individu.
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